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ABSTRAK

Sejak ditetapkan dan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintah Daerah pudarlah paham sentralisme kekuasaan
yang dianut pada masa pemerintahan rezim orde baru.. Tujuan yang ingin
dicapai dalam melakukan penelitian hukum ini adalah: Untuk mengetahui
bagaimana proses terjadinya permasalahan konflik batas wilayah antara
kabupaten tersebut dan apa penyebab terjadinya konflik batas wilayah
antara kabupaten Rokan Hilir provinsi Riau dengan kabupaten Labuhan
Batu Selatan provinsi Sumatera Utara.

Sehubungan dengan jenis penelitian tesis ini adalah jenis penelitian
hukum normatif, maka pendekatan yang akan digunakan adalah pendekatan
peraturan perundang-undangan (Statute approach), pendekatan sejarah
hukum (historical approach) dan pendekatan politik hukum. Jika ditinjau
secara teoritis desentralisasi, setelah ada keputusan politik untuk
membentuk daerah otonom baru maka pemerintah (pusat) wajib memenuhi
kebutuhan dana pembangunan sampai daerah tersebut mampu untuk
mandiri. Oleh karena itu sesungguhnya aspek pendanaan tidak dapat
dijadikan obyek masalah. Bertambahnya 205 daerah otonom baru dapat
diartikan bahwa selama kurun waktu 10 tahun telah terbangun 205 pusat
perkembangan wilayah baru.Hal ini juga dapat diartikan bahwa telah terjadi
perluasan wilayah terbangun (built-up area) secara progresif dan merata di
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kedua daerah tersebut melalui Ditjen Pum saat ini tengah menggagas upaya
bai'u untuk mempercepat penyelesaian konflik batas antar daerah yang
ditempuh lewat jalur pengaturan pada revisi peraturan menteri Dalam
Negeri No 1 Tahun 2006 dan metode penyelesaian konflik batas itu sendiri
dan ditambah dengan memperkuat serta lebih mengoptimalkan kinerja yang
sudah ada. Dengan demikian ada beberapa hal yang menjadi inti percepatan
ini, yang meliputi;Revisi Permendagri No.1 Tahun 2006 tentang Penegasan
Batas di Lapangan. Dari sisi Legal Peraturan dipandang perlu untuk ;1)
Memasukkan satu Pasal dalam Revisi UU 32/2004 berbunyi : “ Penegasan
batas dan pnentuan luas daerah secara pasti ditetapkan oleh Menteri Dalam
Negeri”.2) Merevisi Permendagri No. 1/2006 untuk memberikan payung
hukum penegasan batas daerah ke depan akan di titik beratkan secara
“kartometris di atas peta” dan tidak selalu harus “ turun ke lapangan” guna
mempercepat penyelesaian.3)Mengoptimalkan Penyelesaian Batas dengan
cara Kartometrik dengan menghindari sedapat mungkin pelacakan lapangan.
Hal ini dapat di optimalkan apabila ada dukungan data dari Pemerintah
(berupa peta dasar, peta Batas Indikatif yang lebih akurat dengan
memanfaatkan the best available data seperti Citra satelit, SRTM, DEM
dan IFSAR dalam bentuk digital). Kerjasama (Kesepakatan atau Kontrak
Kerjasama) dengan Bakosurtanal dan Dittopad untuk penyediaan Peta Dasar
Rupabumi atau Topografi dalam format digital dengan skala yang
memadai.

KATA KUNCI : Konflik Batas Wilayah: Rokan Hilir
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ABSTRACT

Since the set and the enactment of Law No. 32 of 2004 on Regional
Government pudarlah understand the power centralism adopted during the rule of
the New Order regime .. The aim in conducting legal research are: To find out
how the occurrence of conflict between the district boundaries The cause of the
conflict and what boundaries between Rokan Hilir regency of Riau province in
South Labuhan Batu district of North Sumatra province.

In connection with this thesis is the kind of normative law research, the
approach to be used is the approach of legislation (statute approach), approaches
the legal history (historical approach) and political approach of law. If viewed
theoretically decentralized, following a political decision to establish a new
autonomous region government (central) shall meet the requirements of
development funds to the area able to be independent. Therefore, actual funding
aspect can not be the object of a problem. Increase of 205 new autonomous
regions may mean that_ during the past 10 years has woken up 205 baru.Hal
regional growth centers can also be interpreted that there has been expansion of
the region woke up (built-up area) progressively and evenly in various parts of
Indonesia. Conflict resolution borders both regions through DG Pum currently
being initiated new efforts to accelerate the settlement of inter-regional conflict
reached the limit via the settings on the revision of the ministerial decree of the
Interior No. 1 of 2006 and limit conflict resolution method itself and coupled with
a strengthening and further optimize the performance of existing ones. Thus there

are some things that become the core of this acceleration, which include: Revision
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of Regulation 1 of 2006 on the affirmation of limits in the Field. Of the Legal
Regulation is necessary to: 1) Insert a new Article in the Revised Law 32/2004
reads: "Assertions and pnentuan broad limits for certain areas designated by the
Minister of the Interior" .2) Revise Regulation No. 1/2006 to give legal protection
to the area demarcation point of emphasis in the future will be "kartometris above
the map" and does not always have to "go to the field" in order to accelerate
penyelesaian.3) Optimizing Settlement Limits Kartometrik manner by avoiding as
much as possible the tracking field , This can be optimized if there is support from
the Government of the data (in the form of a base map, map Limit Indicative more
accurate by using the best available data such as satellite images, SRTM, DEM
and IFSAR in digital form). Cooperation (Cooperation Agreement or Contract)
with Bakosurtanal and Dittopad for the provision of Basic Topographic Map

Topography in digital format or adequate scale.

KEYWORDS: Conflict Borders: Rokan Hilir
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Wilayah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau Dengan Kabupaten
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bagaimana terjadinya konflik batas wilayah tersebut dan bagaimana upaya
penyelesaian konflik tersebut
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